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(E) Isi :

Mie basah adalah makanan yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Masa
penyimpanan mie sangat singkat dalam suhu ruangan hanya 10-12 jam setelah
itu maka mie basah tidak dapat dikonsumsi lagi karena basi, sehingga banyak
produsen mie di Indonesia menggunakan bahan tambahan makanan agar lebih
tahan lama, sala satunya adalah formalin. Formalin adalah zat tambahan
makanan yang dilarang ditambahkan ke produk makanan, karena dapat
merusak kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Penelitian ini adalah tentang
fakta hukum yang terjadi terhadap perlindungan konsumen terhadap produk
mie basah berformalin dan bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan
mencegah pembuatan dan pendistribusian mie basah berformalin di wilayah
hukum Indonesia. Perlindungan hukum normatif diatur dalam UU NO.8/1999
dan UU NO. 7/1996. Diperkuat dengan kemenkes No 722/Menkes/Per/1X/
1988. Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah adalah BPOM sebagai badan
pengawas peredaran makanan dan minuman serta BPSK sebagai badan
penyelesaian perselisihan konsumen. Penelitian ini menggunakan fakta hukum
dari keputusan N0.1603 / Pid.Sus / 2017 / PN / Bks. Dimana produsen terbukti
bersalah dalam memproduksi dan mengedarkan mie basah yang mengandung
formalin. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa norma hukum Mie basah
adalah makanan yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Masa penyimpanan mie
sangat singkat dalam suhu ruangan hanya 10-12 jam setelah itu maka mie basah
tidak dapat dikonsumsi lagi karena basi, sehingga banyak produsen mie di
Indonesia menggunakan bahan tambahan makanan agar lebih tahan lama, sala
satunya adalah formalin. Formalin adalah zat tambahan makanan yang dilarang
ditambahkan ke produk makanan, karena dapat merusak kesehatan orang yang
mengkonsumsinya. Perlindungan hukum normatif diatur dalam UU NO.8/1999
dan UU NO. 7/1996. Diperkuat dengan kemenkes No 722/Menkes/Per/
IX/1988. Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah adalah BPOM sebagai badan
pengawas peredaran makanan dan minuman serta BPSK sebagai badan
penyelesaian perselisihan konsumen, penelitian ini menggunakan fakta hukum
dari keputusan No.1603 / Pid.Sus / 2017 / PN / Bks. Dimana produsen terbukti
bersalah dalam memproduksi dan mengedarkan mie basah yang mengandung
formalin. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa norma hukum terhadap
penyalahgunaan formalin pada produk mie basah sangat penting mencegah
produksi dan penyebaran mie basah berformalin di masyarakat.
Penyalahgunaan formalin pada produk mie basah sangat penting mencegah
produksi dan penyebaran mie basah berformalin di masyarakat.
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